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Latar Belakang 
 

Indeks Gangguan Industri Tembakau merupakan alat penting bagi Indonesia untuk 

menilai sejauh mana industri tembakau memengaruhi kebijakan kesehatan masyarakat dan 

bagaimana pemerintah menanggapinya. Dengan tingkat konsumsi tembakau yang masih 

sangat tinggi, keberadaan indeks ini memberikan gambaran objektif mengenai praktik-

praktik industri yang dapat menghambat upaya pengendalian tembakau. Melalui indeks ini, 

masyarakat sipil bertujuan untuk mengenali titik-titik rawan dari campur tangan industri, 

sementara pemerintah didorong untuk merancang kebijakan yang lebih transparan dan 

berorientasi pada kesehatan masyarakat. 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi merokok tertinggi di 

dunia. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023,1 sekitar 27,1% penduduk 

Indonesia usia 10 tahun ke atas merupakan perokok aktif yang mencakup 52,4% laki-laki 

dan 1,1% perempuan. Sementara itu, prevalensi merokok pada remaja usia 10–18 tahun di 

Indonesia secara keseluruhan adalah 7,4% perokok, dengan 14,3% laki-laki dan 0,2% 

perempuan. Berdasarkan studi Global Burden of Diseases (GBD),2 jumlah kematian yang 

dikaitkan dengan penggunaan tembakau di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 246.400 

menjadikannya sebagai salah satu penyebab utama kematian yang dapat dicegah. Secara 

ekonomi, dampak dari konsumsi tembakau sangat signifikan. Biaya langsung dan tidak 

langsung yang diakibatkan oleh penyakit terkait tembakau diperkirakan mencapai antara 

Rp184,36 triliun hingga Rp410,76 triliun pada tahun 2019.3 Angka tersebut jauh melampaui 

kontribusi penerimaan cukai terhadap pendapatan negara di tahun yang sama, yaitu 

Rp164,87 triliun.4 

Pasar tembakau di Indonesia didominasi oleh 

beberapa perusahaan besar, baik nasional maupun 

multinasional. Berdasarkan data pangsa pasar tahun 

2023,5 Gudang Garam (PT Suryaduta Investama) 

mendominasi dengan pangsa pasar sebesar 32,3%, 
menggeser PT HM Sampoerna (afiliasi Philip Morris 

International) yang kini berada di posisi kedua sebesar 

32,0%, lalu diikuti oleh Djarum Group (termasuk merek 

LA dan Djarum Super) sebesar 17,5%, Bentoel Group 

(afiliasi British American Tobacco) sebesar 7,9%, dan 

sisanya terdiri dari perusahaan lokal skala kecil dan 

menengah.  

Indeks tahun ini menyoroti semakin meningkatnya keterlibatan tidak langsung 

industri tembakau melalui front group, CSR, dan narasi pengurangan risiko (harm reduction) 

sebagai strategi memengaruhi opini publik dan pengambil kebijakan. Bentuk campur tangan 

tidak langsung yang sistematis ini menjadi tantangan besar bagi perlindungan kebijakan 

kesehatan yang bebas dari kepentingan industri. 

Dibandingkan dengan laporan indeks sebelumnya (2023), tingkat gangguan industri 

tembakau di Indonesia mengalami sedikit penurunan (Tabel 1). Namun, penurunan ini 

bukan disebabkan oleh adanya kebijakan atau regulasi baru yang bertujuan untuk mencegah 

campur tangan di dalam institusi pemerintahan, melainkan karena tidak adanya kasus baru 

yang terdokumentasi selama periode pelaporan ini, seperti keterlibatan industri dalam 

komite pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat, dukungan langsung dari 

presiden atau menteri terhadap kegiatan CSR mereka, atau keterlibatan industri dalam 

upaya penegakan hukum. Campur tangan industri dalam kebijakan kesehatan masyarakat 

masih sangat tinggi dan respons pemerintah masih cenderung berpihak pada kepentingan 

Gudang Garam/PT 
Suryaduta 
Investama

32.3%

PT HM 
Sampoerna/PMI

32.0%

Djarum 
Group
17.5%

Bentoel 
Group/BAT

7.9%

Lainnya
10.3%

Pangsa Pasar Industri Tembakau 

(Rokok), Indonesia 2023
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industri tembakau. Pemerintah belum mempunyai aturan yang secara tegas dan 

menyeluruh melindungi proses perumusan kebijakan kesehatan dari pengaruh kepentingan 

industri tembakau. 

Tabel 1. Skor Total Indeks Campur Tangan Industri Rokok di Indonesia, 2019–2025 

 2019 2020 2021 2023 2025 

Skor indeks 75 82 83 84 82 

 

Metodologi  
 

Laporan ini didasarkan pada kuesioner yang dikembangkan oleh Southeast Asia 

Tobacco Control Alliance (SEATCA). Terdapat 20 pertanyaan yang merujuk pada pedoman 

Pasal 5.3. Informasi yang digunakan dalam laporan ini sepenuhnya berasal dari domain publik 

dan korespondensi resmi milik pemerintah. Penilaian dilakukan menggunakan sistem skor, 

dengan rentang nilai dari 0 hingga 5, di mana skor 5 menunjukkan tingkat gangguan industri 

yang paling tinggi, dan skor 1 menunjukkan gangguan yang rendah atau tidak ada. Semakin 

rendah skor, semakin baik bagi suatu negara. Skor 0 diberikan jika tidak terdapat bukti atau 

tidak relevan. Jika terdapat lebih dari satu bukti dalam suatu indikator, skor yang diberikan 

mencerminkan rata-rata dari keseluruhan temuan. Laporan ini mencakup informasi tentang 

insiden yang terjadi dari April 2023 hingga Maret 2025, serta insiden sebelum tahun 2023 

yang masih relevan hingga saat ini. 
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Ringkasan Temuan 
 
1. Partisipasi Industri dalam Pengembangan Kebijakan 

 (Rangkungan bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 1–4) 

 
Sejalan dengan aspirasi dari asosiasi industri 

tembakau dan kelompok pendukungnya, 

regulasi turunan dari UU Kesehatan No. 17 

Tahun 2023 tentang Kesehatan, seperti 

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan 

(RPMK), mendapat penolakan dari sejumlah 

pejabat publik, termasuk beberapa anggota 

DPR RI, DPRD, dan kementerian terkait. 

Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran 

bahwa regulasi tersebut akan merugikan 

industri tembakau, mematikan pedagang kecil, berdampak negatif pada petani 

tembakau, serta memicu peredaran rokok ilegal. Selain itu, terdapat indikasi dukungan 

dari sejumlah lembaga pemerintah dan legislatif terhadap produk rokok elektronik dan 

produk tembakau yang dipanaskan. Beberapa kementerian, seperti Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perindustrian, memberikan 

masukan agar produk tersebut diperlakukan berbeda dari rokok konvensional. Selain 

itu, kami menemukan adanya campur tangan industri tembakau asing lewat Perutusan 

Tetap RI di Jenewa untuk menindaklanjuti permintaan mereka terkait regulasi 

pengendalian tembakau di negara lain. Di level daerah, beberapa kepala daerah dan 

anggota DPRD menolak Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok 

(KTR) dengan alasan kekhawatiran dampak ekonomi terhadap buruh, pedagang kecil, 

dan pelaku usaha iklan. Keterlibatan industri dalam proses penyusunan kebijakan 
terjadi melalui mekanisme rapat dengar pendapat, yang dibenarkan oleh aturan 

partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.  
 

2. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

 (Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 5) 

 
Sejumlah pemerintah daerah memberikan 

apresiasi kepada perusahaan rokok atas 

kontribusi mereka di bidang lingkungan, 

pendidikan, perumahan, dan pengelolaan 

dana bagi hasil cukai tembakau. Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah memberikan 

penghargaan Juara III CSR Award 2025 

kepada PT Nojorono Kudus. Di Kudus, 

kolaborasi antara pemerintah daerah dan 

perusahaan rokok, seperti PT Djarum dan 

PT Nojorono, diwujudkan dalam program 

perumahan, pelestarian budaya, dan 

gerakan lingkungan berbasis digital. Pada 

masa kampanye pemilu, para calon presiden dan tim kampanyenya juga terlibat aktif 

dengan petani dan buruh industri tembakau, menunjukkan adanya pendekatan politik 

terhadap komunitas dan ekosistem tembakau. Meskipun beberapa perusahaan 

menyatakan netral, indikasi dukungan terhadap kandidat tertentu mencerminkan 

Ketua Komisi XIII DPR RI menjadi pembicara dalam diskusi 
membahas Rancangan Permenkes tentang Pengamanan 

Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, Rabu (18/9/2024), 

di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.  

Foto: Farid, suarasurabaya.net 

T. Sugiyanto selaku CSR Manager PT Nojorono Tobacco 

International, menerima secara langsung penghargaan dari Taj Yasin 

Maimoen selaku Wakil Gubernur Jawa Tengah 

Foto: Kontan 



 

 

 Laporan Indeks Gangguan Industri Tembakau di Indonesia 2025    | 5 

 

adanya hubungan strategis antara aktor politik dan industri tembakau untuk meraih 

dukungan ekonomi dan elektoral. 
 

3. Manfaat bagi Industri 

 (Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 6–7) 

 
Pemerintah sempat merencanakan kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2025, tetapi 

membatalkannya akibat tekanan dan penolakan dari sejumlah lembaga legislatif dan 

eksekutif, seperti DPR RI, DPD RI, DPRD, dan beberapa kepala daerah. Sebaliknya, 

Kementerian Keuangan memberikan berbagai bentuk keistimewaan dan insentif 

kepada industri tembakau, seperti relaksasi pelunasan pita cukai, tarif cukai lebih 

rendah untuk SKT, dan kemudahan perizinan melalui aglomerasi pabrik. Pengenaan 

cukai yang lebih rendah tersebut didukung juga oleh Kementerian Perindustrian dan 

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Pemerintah daerah banyak 

memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk mendukung 

petani dan buruh industri tembakau melalui bantuan langsung tunai (BLT), pelatihan, 

penyediaan alat pertanian, pembayaran iuran BPJS, hingga promosi tembakau, seperti 

melalui Aroma Sendja Festival. Selain itu, Bea Cukai juga terus memfasilitasi 

perdagangan dan ekspor produk tembakau, termasuk melalui pemberian izin kawasan 

berikati dan pembebasan cukai ekspor sesuai PMK 59/PMK.04/2017.  
 

4. Interaksi yang Tidak Perlu 

 (Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 8–10) 

 
Berbagai pejabat di Indonesia, mulai dari menteri hingga kepala dinas, terlibat dalam 

interaksi yang menguntungkan industri tembakau, termasuk kunjungan ke pabrik 

rokok, peresmian fasilitas produksi, serta dukungan terhadap ekspor dan 

pengembangan usaha industri tembakau. Wakil Menteri Perdagangan menerima 

kunjungan Direktur Hubungan Eksternal PT HM Sampoerna di Kantor Kementerian 

Perdagangan dan menyatakan dukungan untuk UKM Go Global. Gubernur Jawa Timur 

hadir dalam peresmian fasilitas produksi SKT milik PT HM Sampoerna dan turut 

menyampaikan apresiasi atas kontribusi 

Sampoerna terhadap perekonomian 

daerah. Pemerintah juga terlibat dalam 

kerja sama langsung dengan perusahaan 

rokok atau anak usahanya, seperti 

pembangunan infrastruktur (bandara 

Dhoho dan jalan tol Kediri-Tulungagung) 

dan program pemberdayaan UMKM. Selain 

itu, terdapat pernyataan di media yang 

mengindikasikan dukungan pemerintah 

terhadap pendekatan Tobacco Harm 

Reduction (THR). 
 

5. Transparansi  
 (Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 11–12) 

 
Pemerintah Indonesia tidak memiliki mekanisme atau kebijakan standar yang 

mewajibkan pengungkapan terbuka atas interaksi dengan industri tembakau, termasuk 

tidak adanya kewajiban pendaftaran bagi entitas, organisasi, atau individu yang mewakili 

 
i izin yang diberikan kepada perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan usaha di dalam Kawasan Berikat, suatu 

kawasan dengan batas-batas tertentu di dalam wilayah pabean yang diberikan perlakuan khusus sesuai ketentuan kepabeanan.  

Wamendag, Dyah Roro Esti menerima kunjungan Direktur 
Hubungan Eksternal PT HM Sampoerna Tbk, Elvira Lianita di Kantor 

Kementerian Perdagangan, Jakarta. 

Foto: Kemendag RI 
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industri tersebut. Meskipun daftar hadir dan notulen pertemuan dicatat dalam 

interaksi formal, dokumen tersebut tidak tersedia untuk publik. 
 

6. Benturan Kepentingan 

 (Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 13–15) 

 
Meskipun tidak ditemukan kasus baru dalam dua tahun terakhir, beberapa mantan 

pejabat pemerintah masih memegang posisi penting dalam organisasi yang terkait 

dengan industri tembakau. Tidak ada kebijakan yang melarang sumbangan politik dari 

industri tembakau, dan pejabat yang terlibat kampanye politik hanya diwajibkan 

mengundurkan diri. Saat ini, tidak ada pejabat aktif yang bekerja di industri tembakau, 

tetapi ditemukan seorang ASN aktif di BRIN yang menjabat sebagai ketua Asosiasi 

Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO). 
 

7. Upaya Pencegahan  

 (Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 16–20) 

 
Pemerintah Indonesia belum memiliki kebijakan khusus yang mewajibkan pencatatan 

interaksi dengan industri tembakau maupun pelaporan berkala atas aktivitas industri 

tersebut secara menyeluruh. Kode etik bagi pejabat publik masih bersifat umum dan 

hanya Kementerian Kesehatan yang memiliki pedoman spesifik untuk menghindari 

benturan kepentingan dengan industri tembakau melalui Permenkes No. 50/2016. 

Hanya sebagian kecil informasi industri, seperti volume produksi dilaporkan ke instansi 

tertentu, dan belum ada kewajiban pelaporan aktivitas pemasaran atau lobi. Kesadaran 

internal di pemerintahan mengenai pedoman Pasal 5.3 FCTC juga belum dibangun 

secara sistematis dan konsisten di seluruh lembaga pemerintah. 
 

 

Rekomendasi 
 

• Pemerintah perlu membatasi keterlibatan industri dalam proses kebijakan dengan 

menegakkan pembatasan partisipasi industri dalam proses penyusunan kebijakan 
kesehatan, khususnya terkait zat adiktif, serta menghindari undangan khusus kepada 

industri tembakau dalam konsultasi publik terkait peraturan kesehatan. 

• Pemerintah pusat dan daerah perlu melarang penerimaan bantuan/sumbangan dari 

industri tembakau dalam bentuk CSR atau hibah, serta perlu peninjauan ulang 

pemanfaatan DBHCHT agar tidak digunakan untuk kegiatan yang memperkuat citra 

industri. Publikasi CSR yang dilakukan di media juga menjadi catatan penting, di mana 

aturan terkait larangan publikasi di media untuk CSR industri tembakau belum diterapkan 

dengan serius oleh pemerintah. 

• Pemerintah perlu menghentikan kebijakan yang menguntungkan industri dengan mengkaji 

ulang berbagai kebijakan fiskal (misalnya tarif cukai rendah, insentif KIHT/SIHT) yang 

menguntungkan industri dan berpotensi melemahkan pengendalian tembakau. Selain itu, 

dana publik semestinya tidak digunakan untuk mempromosikan produk hasil tembakau. 

• Pemerintah perlu membatasi interaksi pejabat publik dengan industri tembakau hanya 

untuk urusan regulasi yang bersifat teknis, dan mewajibkan setiap interaksi tersebut 

dilaporkan secara terbuka dengan mencantumkan waktu, peserta, agenda, serta hasil 

pertemuan melalui portal resmi pemerintah untuk memastikan transparansi dan 

akuntabilitas. 

• Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang melarang penerimaan dukungan, hadiah, 

atau kontribusi dari industri tembakau oleh pejabat dan institusi publik, serta melakukan 

edukasi rutin pada semua sektor pemerintahan mengenai bahaya konflik kepentingan dan 

pentingnya menjaga integritas dalam proses penyusunan kebijakan. 
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Indonesia 

Indeks Gangguan Industri Tembakau 2025 

Hasil dan Temuan 
 

 0 1 2 3 4 5 

 

Indikator 1: Tingkat Partisipasi Industri dalam Pengembangan Kebijakan 

1. Pemerintahii menerima, mendukung, atau memberikan persetujuan 

terhadap tawaran bantuan oleh industri tembakau, atau berkolaborasi 

dengan industri tembakau atau entitas/individu yang bekerja untuk 

kepentingan industriiii dalam menetapkan atau melaksanakan kebijakan 

kesehatan masyarakat terkait pengendalian tembakauiv (Rec 3.4)  

     5 

 

Penolakan terhadap regulasi kesehatan oleh lembaga legislatif dan eksekutif: 

 

Senada dengan aspirasi dari asosiasi industri tembakau dan kelompok pendukungnya, pasal 

pengamanan zat adiktif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Kesehatan juga 

menghadapi penolakan dari Menteri Perindustrian,6-8 Komisi IV DPR RI,9-12 Komisi IX DPR RI,13-

15 dan DPRD Temanggung16 karena dinilai menyetarakan tembakau dengan narkotika dan adanya 

kekhawatiran aturan ini merugikan komoditas tembakau yang mengandung zat adiktif legal berupa 

nikotin. Setelah RUU disahkah menjadi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat 

narasi penolakan dari Cawapres nomor urut 3.17, 18  

 

Tidak selesai sampai di situ, Cawapres nomor urut 3 juga menolak Rancangan Peraturan 

Pemerintah (RPP) sebagai turunan dari UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.19, 20 Komisi 

IX DPR RI,21 Komisi XI DPR RI,22-27 Deputi Bidang Penanaman Modal Kementerian 

Investasi/BKPM,28 dan Asisten Deputi V Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian 

Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian juga ikut menolak RPP tersebut.29 Selain itu, 

penolakan juga muncul dari Wakil Ketua DPRD Jawa Timur30-32 dan Wakil Ketua DPRD 

Temanggung.33, 34 Alasan penolakan masih sama seperti dengan penolakan RUU, yakni rancangan 

peraturan tersebut dianggap berpotensi merugikan komoditas tembakau, mematikan pedagang 

kecil, dan minim partisipasi publik.  

 

Setelah RPP disahkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, 

penolakan masih terus bergulir dari Komisi IV DPR RI,35, 36 Komisi VI DPR RI,37-39 dan Komisi IX 

DPR RI.40, 41 Penolakan serupa juga muncul terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan 

(RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang merupakan turunan 

dari PP Kesehatan. RPMK mendapat tentangan dari berbagai lembaga, antara lain Badan Legislasi 

DPR RI,42 Komisi IX DPR RI,43 Komisi XIII DPR RI,44-46 Kementerian Ketenagakerjaan,47-49 dan 

DPRD Provinsi Jawa Timur.50 Dalam RPMK tersebut, terdapat bagian mengenai standardisasi 

kemasan yang juga mendapatkan penolakan dari Badan Legislasi DPR RI,51 Komisi IX DPR RI,52-55 

Komisi XI DPR RI,56-59 Kemenko Bidang Perekonomian,60-62 Kementerian Perindustrian,63 

Kementerian Perdagangan,64-66 Kementerian Pertanian,67, 68 dan Kementerian Keuangan.69, 70 

RPMK dianggap berpotensi menambah beban pemutusan hubungan kerja, berdampak negatif bagi 

petani tembakau dan merugikan industri hasil tembakau, mendorong peredaran rokok ilegal, 

menghambat penerimaan cukai, serta dianggap melewati batas kewenangan Kementerian 

Kesehatan. 

 

Penolakan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: 

 
ii Istilah “pemerintah” mengacu pada pejabat publik siapa pun, baik yang bertindak dalam lingkup wewenangnya maupun tidak, 

selama mereka terselubung dalam wewenang tersebut atau bergantung pada pihak lain yang mempunyai wewenang tersebut. 
iii Istilah “industri tembakau” mencakup pihak-pihak yang mewakili kepentingan mereka atau bekerja untuk memajukan 

kepentingan mereka, termasuk industri tembakau milik negara. 
iv “Penawaran bantuan” dapat berupa perancangan undang-undang, masukan teknis, rekomendasi, ataupun studi banding 

pengawasan. 
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Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di masing-masing 

daerah mendapatkan penolakan dari DPRD Provinsi Jawa Timur,71, 72 DPRD Kota Balikpapan,73, 

74 DPRD Kabupaten Kulon Progo,75, 76 dan Pemerintah Provinsi Riau (yang menolak Ranperda 

KTR dari Pemerintah Kota Pekanbaru).77 Rancangan peraturan tersebut dianggap dapat 

mematikan ekonomi daerah, berdampak pada petani tembakau, buruh rokok, pedagang kecil dan 

pelaku usaha periklanan, serta mengurangi pendapatan daerah dari retribusi iklan. Sementara itu, 

DPRD Provinsi Jawa Timur juga menginisiasi dibentuknya Ranperda Pertembakauan.78 

 

Dukungan terhadap aspirasi industri: 

 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima aspirasi buruh terkait dengan penolakan kenaikan 

cukai rokok dan penolakan kawasan tanpa rokok, serta berkomitmen untuk memfasilitasi 

perwakilan buruh beraudiensi langsung dengan pemerintah pusat.79, 80 

 

Setelah gagal mendorong RUU Industri Hasil Tembakau, Badan Legislasi DPR RI mendorong RUU 

Komoditas strategis yang di dalamnya termasuk komoditas tembakau.81 

 

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi pembicara dalam kegiatan Asia Pacific 

Harm Reduction Forum (APHRF) pada bulan Juli 2024 di Jakarta, serta menyatakan dukungannya 

terhadap konsep pengurangan risiko dan sedang melakukan penelitian di bidang produk tembakau 

alternatif dengan hasil sementara menunjukkan bahwa produk tersebut lebih rendah risiko.82, 83 

 

2. Pemerintah menerima, mendukung, dan memberikan persetujuan 

terhadap kebijakan atau peraturan yang disusun oleh dan atau 

berkolaborasi dengan industri tembakau. (Rec 3.4) 

     5 

 

Pada tahun ini (2025), tidak ada inisiatif untuk membuat RUU atau roadmap yang mengakomodasi 

industri tembakau. Namun, kami menemukan bahwa Kementerian Perindustrian memberikan 

dukungan kepada industri rokok elektronik dengan memberikan masukan kepada Kementerian 

Kesehatan untuk meminta agar rokok elektronik diperlakukan berbeda.84 Selain itu, pada UU 

Kesehatan, Panja RUU Kesehatan DPR RI menyetujui pasal rokok konvensional dan rokok 

elektronik dipisah.85 Hal ini merupakan bentuk akomodasi dari masukan dari industri rokok 

elektronik.  

 

Selain itu, Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa mengirimkan surat kepada Menteri Luar 

Negeri, Menteri Agama, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri KLHK, Sekretariat 

Kabinet, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kepala BSN, dan Kepala BPOM agar 

menindaklanjuti permintaan Japanese Tobacco International (JTI) untuk membahas notifikasi 

Technical Barriers to Trade (TBT) mengenai peraturan larangan 27 jenis perisa pada produk 

tembakau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Taiwan, yang dianggap berpotensi menghambat 

ekspor produk tembakau dari Indonesia.86 

 

Dukungan terhadap industri tembakau memang sering terjadi, terutama dari politisi nasional. 

Contohnya pada saat kampanye pemilihan presiden, semua kandidat presiden memberikan 

dukungan dan respons positif terhadap industri tembakau. Saat masa kampanye, calon presiden 

nomor urut 3 Ganjar–Mahfud MD menemui petani tembakau di Jombang87 dan melakukan 

kunjungan ke pabrik tembakau PT Sari Tembakau Harum di Kendal untuk menemui buruh linting 

tembakau.88-90 Selain itu, Tim Pemenangan Nasional (Timnas) pasangan calon nomor urut 1 Anies 

Baswedan–Muhaimin Iskandar menampung aspirasi petani tembakau yang tergabung dalam 

Asosiasi Petani dan Pekerja Tembakau Nusantara (APPTN) dan ingin komoditas lebih dikenal 

dunia.91 Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon nomor urut 2 Prabowo–Gibran 

menyatakan akan mengakomodasi kebijakan jalan tengah ekosistem tembakau nasional.92, 93 

Meskipun perusahaan besar seperti Djarum, Sampoerna, dan Adaro menyatakan netral,94 klaim 

dukungan mereka terhadap kandidat tertentu (Prabowo) mencerminkan kecenderungan 
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pemerintah dan aktor politik untuk merangkul dukungan dari industri besar, termasuk industri 

tembakau, demi kepentingan elektoral dan ekonomi. 

 

3. Pemerintah mengizinkan/mengundang industri tembakau untuk duduk 

dalam komite/kelompok penasihat antarlembaga/sektor yang menetapkan 

kebijakan kesehatan masyarakat. (Rec 4.8)  

    4  

 

Tidak ada bukti baru bahwa industri rokok secara resmi menjadi anggota dalam komite antar 

kementerian atau kelompok kerja multisektor pemerintah yang menetapkan kebijakan kesehatan 

masyarakat selama periode ini. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, terdapat beberapa kasus di 

mana perwakilan dari industri rokok menjadi anggota komite teknis yang bertugas menyusun 

Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk cairan rokok elektronik dan produk tembakau yang 

dipanaskan. Standar ini diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan diketuai oleh 

perwakilan dari Kementerian Perindustrian. SNI tersebut hingga kini masih digunakan oleh 

Kementerian Perindustrian sebagai acuan dalam memengaruhi rancangan regulasi mengenai batas 

maksimal kadar nikotin dan tar pada produk tembakau.  

 

4. Pemerintah menominasikan atau mengizinkan perwakilan dari industri 

tembakau (termasuk industri tembakau milik negara) atau anak 

perusahaannya dalam delegasi ke Conference of the Parties (COP) atau 

menerima dukungan dari industri untuk menjadi delegasi (misalnya COP 

4 & 5, INB 4 5, WG).v (Rec 4.9 & 8.3) 

Untuk tahun non-COP, samakan skor seperti tahun sebelumnya. 

0      

 

Indikator ini tidak berlaku karena Indonesia bukan negara anggota WHO FCTC. 

 

Indikator 2: Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Industri 

5. A. Lembaga pemerintah atau pejabatnya memberikan persetujuan, 

mendukung, menjalin kemitraan dengan, atau berpartisipasi dalam 

kegiatan industri tembakau yang digambarkan sebagai kegiatan “tanggung 

jawab sosial” (CSR) perusahaan atau program “berkelanjutan”. Sebagai 

contoh, program-program terkait lingkungan. (Rec 6.2) 

  

B. Pemerintah (lembaga dan pejabatnya) menerima sumbangan CSRvi 

(berupa uang atau bentuk lainnya, termasuk sumbangan CSR) dari industri 

tembakau atau mereka yang bekerja untuk kepentingan industri tembakau 

(misalnya melalui kontribusi politik, sosial, finansial, pendidikan, 

komunitas maupun bentuk kontribusi lainnya (Rec 6.4), termasuk juga 

kegiatan lingkungan atau tanggung jawab produsen terhadap 

lingkungan/Extended Producer Responsibility (EPR) (COP10 Dec).  

CATATAN: Kegiatan penegakan hukum tidak termasuk karena hal tersebut 

dibahas dalam pertanyaan lain 

    4  

5A 

Komisi IX DPR RI mengusulkan agar pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didanai 

cukai rokok.95, 96 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan Juara III CSR Award 

2025 pada Kategori Swasta kepada PT Nojorono Kudus.97 

 

Penjabat Bupati Bondowoso mengawal dan mengapresiasi penyaluran bantuan beras milik 

pengusaha rokok (CV Trisno Adi) di Kabupaten Bondowoso.98, 99 Pemerintah Kabupaten Kudus 

(PJ Bupati Kudus didampingi oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan 

 
v Daftar lampiran sejak tahun 2009 agar responden dapat menghitung frekuensinya, http://www.who.int/fctc/cop/en/ 
vi Kontribusi untuk bidang politik, keuangan/dana sosial, pendidikan, komunitas, keahlian teknis atau pelatihan untuk melawan 

penyelundupan atau bentuk kontribusi lainnya. 

http://www.who.int/fctc/cop/en/
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Hidup) memberikan apresiasi kepada PT Nojorono Kudus (salah satu pelopor rokok kretek di 

Indonesia) atas upaya peningkatan kualitas lingkungan.100  

 

Bupati Malang mengeluarkan kebijakan agar perusahaan mengucurkan dana Corporate Social 

Responsibility (CSR) perusahaan ke sektor pendidikan, termasuk perusahaan rokok dengan tidak 

memasang iklan di sekolah.101  

 

5B 

Penjabat Bupati Kudus mengapresiasi kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT 

Djarum, melalui program CSR-nya, yang telah mewujudkan bantuan 100 Rumah Sederhana Layak 

Huni (RSLH).102 Selain itu, Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) juga bekerja sama dengan 

pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan 

Hidup (PKPLH) membentuk gerakan generasi muda berbasis digital “Kudus ASIK (Apik Resik)”, 

setelah sebelumnya membangun Pusat Pengolahan Organik (PPO).103 

 

Museum Kretek mendapatkan hibah berupa empat buah meja linting rokok kretek dari PT 

Nojorono Kudus yang diterima oleh Penjabat Bupati Kudus dan Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kudus.104,105  

 

Pemerintah Kabupaten Gowa menjalin kerja sama dengan Putera Sampoerna Foundation di 

bidang pendidikan dengan menyasar siswa SMA untuk mendapatkan beasiswa ke Sampoerna 

University dan program peningkatan kapasitas guru bagi guru SD dan SMP di Kabupaten Gowa.106 

Pemerintah Kota Padang juga menjalin kerja sama serupa dengan Putera Sampoerna Foundation 

dengan memberikan beasiswa bagi lulusan SMA yang ingin melanjutkan pendidikan di Sampoerna 

University dengan sistem dual degree kerja sama dengan University of Arizona.107 Pemerintah 

Kabupaten Pasaman juga menjalin kerja sama serupa dengan Putera Sampoerna Foundation.108 

Pemerintah Kota Solok juga menjalin kerja sama serupa dengan Putera Sampoerna Foundation 

ditambah program pengembangan games (Junior Game Creator).109  

 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan bekerja sama dengan PT HM Sampoerna dalam rangka 

pendirian laboratorium guna melakukan penelitian terkai tanaman tembakau serta dengan 

Sampoerna Retail Community (SRC) untuk revitalisasi pasar di Masjid Cheng Ho.110 

 

Pemerintah daerah (lima desa di sekitar pabrik Sukorejo, Jawa Timur) menerima kontribusi CSR 

lingkungan dari Sampoerna (afiliasi Philip Morris International) melalui program AWS Water 

Stewardship, termasuk infrastruktur untuk sanitasi, pengelolaan sampah, dan kegiatan restorasi 

daerah aliran sungai.111  

 

Indikator 3: Manfaat bagi Industri Tembakau 
6. Pemerintah mengakomodasi permintaan dari industri tembakau untuk 

waktu pelaksanaan yang lebih lama atau penundaan pelaksanaan peraturan 

terkait pengendalian tembakau (misalnya, tenggat waktu penerapan 

aturan peringatan kesehatan bergambar umumnya diberikan selama 180 

hari, dan penerapan kenaikan cukai dapat dilaksanakan dalam waktu 1 

bulan). (Rec 7.1)  

     5 

 

Pada awalnya, pemerintah berencana menaikkan tarif cukai rokok untuk tahun 2025.112 Namun, 

terjadi penolakan dari Badan Legislasi DPR RI,113 Komisi XI DPR RI,114-118 Ketua DPD RI,119, 120 

Staf Khusus Menteri Keuangan,121-123 DPRD Provinsi Jawa Timur,124 Penjabat Gubernur Jawa 

Timur,125, 126 DPRD Kabupaten Pati,127 Wakil Bupati Sleman,128 serta Kepala Bidang Penegakkan 

Peraturan Daerah pada Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi.129, 130 Pemerintah melalui Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan kemudian membatalkan kenaikan cukai 

hasil tembakau pada tahun 2025.131 Meskipun sudah dibatalkan, Gubernur Jawa Barat terus 

menyuarakan penolakan terhadap kenaikan cukai rokok dengan alasan menekan peredaran rokok 

ilegal.132-134 
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7. Pemerintah memberikan berbagai bentuk keistimewaan, insentif, 

pembebasan pajak/cukai, subsidi, insentif finansial, atau manfaat khusus 

lainnya kepada industri tembakau. (Rec 7.3) 

     5 

 

Kemudahan perizinan, pelunasan pita cukai, dan dukungan lainnya untuk industri 

tembakau dari Ditjen Bea Cukai: 
 

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 22 Tahun 2023 

tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau yang memberikan kemudahan perizinan di bidang 

cukai, produksi barang kena cukai hasil tembakau, dan penundaan pembayaran cukai yang 

diberikan dalam jangka waktu penundaan 90 hari kepada pengusaha pabrik yang menjalankan 

kegiatan di tempat aglomerasi.135, 136 Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian 

Keuangan kembali (sejak 2021) memberi relaksasi pelunasan pita cukai 90 hari dari normalnya 2 

bulan terhadap pemesanan pita cukai (CK-1) yang diajukan sejak 1 Maret 2024 hingga 31 Oktober 

2024.137, 138 

 

Bea Cukai Provinsi Jawa Timur I memberikan izin fasilitas (kepabeanan) kawasan berikat kepada 

produsen rokok elektronik untuk menyediakan kemudahan prosedural dan fiskal kepada 

perusahaan.139 Bea Cukai Juanda mendukung perdagangan internasional produk tembakau melalui 

program Authorized Economic Operator (AEO), yang memberikan kemudahan dan keuntungan 

bagi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor dan impor.140 Bea Cukai Yogyakarta memberikan izin 

nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) atas penambahan lokasi baru PT Linting 

Tembakau Indonesia yang memproduksi tembakau iris (TIS)141 serta memfasilitasi ekspor 

tembakau iris milik PT Taru Martani ke Jepang dengan tidak memungut cukai setelah melalui 

pemeriksaan.142 Sementara itu, Bea Cukai Jember memfasilitasi pembebasan cukai ekspor cerutu 

milik PT Besuki Raya Cigar ke Jerman143 dan Bea Cukai Semarang memfasilitasi pembebasan cukai 

ekspor rokok milik PT Bahtera Nusantara ke Malaysia, Singapura, Dubai, dan Uni Emirat Arab.144, 

145 Fasilitas tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

59/PMK.04/2017 tentang Tidak Dipungut Cukai.146 

 

Dukungan tarif lebih rendah untuk SKT: 
 

Kementerian Perindustrian mengungkapkan keberpihakannya kepada industri tembakau dengan 

mendukung penetapan tarif sigaret kretek tangan (SKT) yang lebih rendah dibandingkan dengan 

rokok mesin.147, 148 Selain itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Calon Presiden dan Wakil Presiden 

Prabowo-Gibran menyatakan komitmennya dalam mendukung sektor padat karya termasuk 

industri sigaret kretek tangan (SKT) melalui implementasi pengenaan cukai yang lebih rendah.149 

 

Penggunaan dana DBHCHT untuk sektor tembakau: 
 

Pada kuartal pertama tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Gubernur) Jawa Tengah menyalurkan Rp 

6,4 Miliar DBHCHT kepada buruh industri tembakau.150, 151 Sementara itu, Penjabat Gubernur 

Lampung melakukan panen tembakau dan menyerahkan bantuan pupuk kepada kelompok tani 

tembakau.152  

 

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) DKI Jakarta mengatakan penerimaan 

cukai yang ada di DKI Jakarta mayoritas disumbang oleh rokok elektrik dan menekankan bahwa 

sumbangsih perokok elektrik sangat bermanfaat bagi bea cukai DKI.153 

 

Pemerintah (Dinas Perkebunan) Provinsi Jawa Barat menggunakan DBHCHT untuk menggelar 

acara Aroma Sendja Festival 2024 di alun-alun Kabupaten Sumedang dalam rangka 

mempromosikan dan memperluas pasar hasil tembakau di Jawa Barat.154  

 

Penjabat Bupati Lombok Timur menghadiri acara penyerahan bantuan alat mesin pertanian yang 

bersumber dari DBHCHT tahun 2024 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur untuk 
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kelompok tani dan menyatakan agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kualitas produksi tembakau rajang.155 

 

Sejumlah daerah menggunakan DBHCHT sebagai bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan 

kepada petani tembakau dan/atau buruh industri tembakau. Contohnya Pemerintah Kabupaten 

Blora, Pemerintah Kabupaten Sumenep,156 dan Pemerintah Kabupaten Pati157 yang memberikan 

BLT kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok.158-160 Selain itu Pemerintah Kabupaten 

Kudus,161, 162 Pemerintah Kabupaten Kendal,163, 164 dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 

dilaporkan memberikan BLT kepada buruh rokok.165 Pemerintah Kabupaten Kudus juga pernah 

menggunakan DBHCHT untuk menyelenggarakan pelatihan kerja untuk para pekerja rokok dan 

keluarganya.166   

 

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo (bekerja sama dengan Bea Cukai),167 

Pemerintah Kabupaten Batang,168 dan Pemerintah Kabupaten Tegal169 menggunakan DBHCHT 

untuk menyelenggarakan pelatihan melinting tembakau.  

 

Pemerintah Kabupaten Lombok170 dan Pemerintah Kabupaten Sumedang171, 172 menggunakan 

DBHCHT untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja di sektor pertanian tembakau. 

 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan alokasikan DBHCHT 2024 

untuk peningkatan nilai produksi pertanian tembakau173 dan juga bantuan mesin perajang 

tembakau dan pembuat pupuk organik.174 Pada tahun 2025, mereka kembali memberikan bantuan 

berupa pupuk, peralatan pertanian, hingga pelatihan pengolahan pascapanen kepada 15 kelompok 

tani tembakau dan petani komoditas pendukung tembakau.175 Sementara itu, Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Sumedang menggunakan DBHCHT untuk memberikan 

bantuan mesin traktor (dari DBHCHT) kepada Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) 

Kabupaten Sumedang176 dan juga pengembangan varietas tembakau unggulan.177 

 

Pemerintah Kabupaten Sumedang (Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan 

Pertanian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sumedang/Sekretariat DBHCHT Kabupaten Sumedang) mengatakan bahwa DBHCHT harus 

dipergunakan untuk mendorong ekonomi masyarakat di bidang pertanian tembakau dan usaha 

tembakau.178  

 

Bagian Perekonomian Setda Kuningan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema 

‘Optimalisasi Potensi Para Kelompok Petani Tembakau di Kabupaten Kuningan’ guna 

meningkatkan produktivitas petani tembakau dengan mengundang Asosiasi Petani Tembakau 

Indonesia (APTI), pemilik Pabrik Hasil Tembakau Rokok SKT Darma Kasyifa Kuningan dan 

perwakilan SKPD. Dalam kesempatan itu, Perwakilan dari Bea Cukai Cirebon menyampaikan 

pentingnya ketepatan waktu realisasi program DBHCHT dan program ini harus tepat sasaran, 

khususnya untuk kelompok petani tembakau dan buruh pabrik rokok.179  

 

Pemerintah Kabupaten Pamekasan,180, 181 Pemerintah Kabupaten Kudus,182-184 dan Pemerintah 

Kabupaten Lombok Tengah185 membangun Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) menggunakan 

DBHCHT. SIHT Kudus juga menerima alokasi dana DBHCTHT untuk pemeliharaan rutin.186 

 

Industri Hasil Tembakau (IHT) sebagai sektor prioritas dan dukungan pemerintah 

daerah untuk sektor ini: 
 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Jawa Timur menjadikan Industri Hasil 

Tembakau (IHT) sebagai salah satu dari lima sektor prioritas yang akan mengoptimalkan 

pendapatan negara (APBN).187 Selain itu, Kabupaten Ponorogo188 dan Kabupaten Sumedang189 

juga menjadikan tembakau sebagai salah satu komoditi unggulan. Hal ini berpotensi menimbulkan 

sejumlah konsekuensi, antara lain meningkatnya pemberian fasilitas dari pemerintah kepada 

industri tembakau, melemahnya regulasi pengendalian tembakau, meningkatnya interferensi 
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industri dalam kebijakan kesehatan, semakin luasnya paparan iklan rokok kepada anak-anak, serta 

bertambahnya beban ekonomi dan kesehatan masyarakat.190-193 

 

Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan bantuan benih194 dan pupuk195 kepada petani 

tembakau. Pemerintah Kabupaten Gowa memberikan bantuan pupuk kepada petani tembakau.196  

 

Pemerintah Kabupaten Kudus memfasilitasi dan menghubungkan petani tembakau dengan calon 

pembeli.197 Bupati Demak mengajak semua pihak untuk menyukseskan penghasil tembakau di 

Kabupaten Demak.198 

 

Indikator 4: Bentuk-bentuk Interaksi yang Tidak Perlu 

8. Para pejabat tingkat tinggi pemerintah (seperti Presiden/Perdana Menteri 

atau Menterivii) bertemu/membangun hubungan dengan industri 

tembakau, seperti menghadiri acara sosial dan acara lain yang disponsori 

atau diselenggarakan oleh industri tembakau atau pihak yang bekerja 

untuk kepentingan industri tembakau. (Rec 2.1) 

     5 

 

Menteri Perdagangan memfasilitasi pertemuan petani tembakau asal Temanggung dan 

Wonosobo dengan pemilik pabrik rokok PT Gudang Garam Tbk di Kediri membahas harga jual 

tembakau.199 Sementara itu, Ketua DPR RI melakukan kunjungan ke pabrik pelintingan sigaret 

kretek tangan di Bojonegoro.200, 201 Tak lama setelahnya, Ketua MPR RI juga melakukan 

kunjungan ke pabrik sigaret kretek tangan PT Mitra Prasmitha Selaras mitra PT HM Sampoerna 

di Kebumen.202  

 

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dan Pj. Gubernur Jawa Timur meresmikan dan 

menghadiri acara peresmian fasilitas produksi Sigaret Kretek Tangan Sampoerna di Blitar dan 

Tegal.203, 204 

 

Kejadian interaksi tidak perlu yang melibatkan pejabat dengan level di bawah 

Menteri: 
 

Wakil Menteri Perdagangan menerima kunjungan Direktur Hubungan Eksternal PT HM 

Sampoerna di Kantor Kementerian Perdagangan dan menyatakan dukungan untuk UKM Go 

Global.205 Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menghadiri acara pelepasan 

ekspor dan ekspansi rokok elektronik dan memberikan apresiasi atas komitmen investasi 

Sampoerna.206 Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 

Kementerian Keuangan meresmikan pabrik sigaret kretek tangan (SKT) PT Attin Sigaret 

Indonesia yang merupakan Mitra Produksi Sigaret (MPS) PT HM Sampoerna di Jateng, 

Kabupaten Karanganyar.207 Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan 

Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan peran sektor tembakau sangat vital sebagai sumber 

pendapatan negara, pencipta devisa, dan penambah kesempatan kerja sehingga BRIN terlibat 

dalam pengembangan varietas unggul tembakau.208 Direktur Jenderal Argo Kementerian 

Perindustrian mengunjungi perusahaan industri kertas sigaret PT Mitra Prodin, Bali, serta 

menyampaikan apresiasi telah menyerap tenaga kerja dan menghasilkan devisa negara atas 

ekspor produknya.209, 210 

 

Wakil Menteri Investasi (BKPM), Andi Maulana, bersama sejumlah pejabat penting lainnya 

menghadiri upacara peletakan batu pertama pembangunan pabrik baru KT&G di Surabaya pada 

April 2024.211 

 

Gubernur Lampung mengunjungi dan meninjau kebun tembakau dan unit pengelolaan hasil 

tembakau di Lampung Timur.212, 213 Gubernur Jawa Timur hadir dan memberikan apresiasi 

kepada PT HM Sampoerna atas kontribusinya terhadap perekonomian daerah di acara 

 
vii Termasuk anggota keluarga inti dari para pejabat tinggi. 
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peresmian fasilitas produksi sigaret kretek tangan (SKT) Mitra Produksi Sigaret (MPS) di 

Dander, Kabupaten Bojonegoro.214-216 Penjabat Gubernur Jawa Timur dan Deputi Kementerian 

Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) menghadiri groundbreaking pabrik 

pengolahan tembakau milik PT Tri Sakti Purwosari Makmur (TSPM/KT&G) di Kawasan Industri 

Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER).217, 218 

 

Penjabat Bupati Kudus menyatakan bahwa pengembangan usaha rokok di Kudus melalui KIHT 

dan SIHT penting untuk mendukung kontribusi daerah terhadap APBN, sekaligus merapikan 

tata kelola dan meningkatkan produksi rokok rumahan.219 Kasi Penyuluhan dan Layanan 

Informasi Bea Cukai Kudus, Sandy Hendratmo Sopan, menyatakan bahwa KIHT dan SIHT hadir 

untuk mendukung pengusaha rokok kecil sekaligus menggempur peredaran rokok ilegal.220 

 

Penjabat Bupati Garut mendukung dan akan mengeluarkan kebijakan terkait pembangunan 

Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

(Disperindag) Provinsi Jawa Barat mengatakan Kabupaten Garut menjadi salah satu daerah 

dengan produksi tembakau terbesar di Jawa Barat.221 

 

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kabupaten Kudus 

mendukung peningkatan jumlah pabrik tokok di Kabupaten Kudus guna memenuhi target 

penerimaan cukai hasil tembakau.222 Kepala Kantor Bea Cukai Purwokerto mendorong 

pengembangan industri hasil tembakau di Purbalingga.223 

 

Kepala Dinas Perindustrian NTB mengunjungi Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) di 

Lombok Timur guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi rokok untuk menekan 

peredaran rokok ilegal.224 Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga 

Kerja Kota Blitar memberikan apresiasi kepada industri tembakau karena telah membuka 

peluang kerja baru.225  

 

9. Pemerintah menerima bantuan atau tawaran bantuan dari industri 

tembakau dalam hal penegakan hukum, seperti melakukan razia terhadap 

penyelundupan produk tembakau, bantuan penerapan kebijakan kawasan 

tanpa rokok, atau larangan penjualan kepada anak di bawah umur 

(termasuk kontribusi dalam bentuk dana untuk kegiatan-kegiatan 

tersebut). (Rec 4.3)  

    4  

 

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) menghadiri Bedah Laporan 

Global ‘Lives Saved Report’ yang dirilis oleh Global Health Consults dan meyakini pendekatan 

Tobacco Harm Reduction (THR) bisa menjadi salah satu alternatif dalam upaya berhenti 

merokok.226-228 Meskipun ada potensi pernyataan Direktur PTM yang beredar di media adalah 

pernyataan yang dipelintir oleh penyelenggara acara dan disebarkan ke media, tetapi pemberitaan 

yang muncul serta kehadiran Direktur PTM dalam acara tersebut tetap menimbulkan kesan 

bahwa Kementerian Kesehatan mendukung THR di mata masyarakat. 

 

10. Pemerintah menerima, mendukung, menyetujui, atau menjalin kemitraan 

maupun kesepakatan tidak mengikat dengan industri tembakau atau 

entitas lain yang bekerja untuk kepentingan industri tersebut. (Rec 3.1) 

(Rekomendasi 3.1).   

Catatan: Hal ini tidak mencakup kegiatan CSR, penegakan hukum, atau 

pengembangan kebijakan pengendalian tembakau karena sudah dibahas 

dalam pertanyaan sebelumnya. 

     5 

 

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian didampingi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah (Menkop dan UKM) menghadiri acara “Pesta Rakyat UMKM untuk Indonesia” yang 

diselenggarakan oleh PT HM Sampoerna bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri 

(KADIN), mendorong kolaborasi antara pemerintah dan HM Sampoerna dalam menjalankan 
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program Kartu Prakerja dan mengapresiasi inisiatif Sampoerna melalui program Sampoerna Retail 

Community (SRC) dan Sampoerna Enterpreneurship Training Center (SETC).229,230 

 

Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan PT Suryo Dhoho Investama, anak usaha PT 

Gudang Garam, membangun Bandara Dhoho di Kediri.231 Kementerian Pekerjaan Umum 

menjalin kerja sama untuk pengusahaan jalan tol Kediri-Tulungagung dengan PT Surya Sapta 

Agung Tol, yang merupakan anak usaha PT Gudang Garam.232 

 

Bentoel Group menyelenggarakan Bangun Bangsa Conference, konferensi yang bertujuan untuk 

mendiskusikan solusi kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam berbagai isu keberlanjutan 

dan sosial, yang dihadiri oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian, 

Koordinator Program Usaha Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral, Kepala Sub Direktorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan.233, 234 

 

Anak perusahaan Grup Djarum, Polytron, tertarik dengan proyek pengembangan mobil nasional 

yang direncanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian.235 

 

Menteri Investasi dan Hilirisasi (Kepala BKPM) memberikan dukungan terhadap dua pabrik Sigaret 

Kretek Tangan (SKT) milik Sampoerna.236 

 

Perdagangan ilegal: Dalam upaya memberantas peredaran produk ilegal, Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai (DJBC) bekerja sama dengan Sampoerna dalam proses identifikasi, autentikasi, dan 

investigasi terhadap produk tembakau ilegal, baik yang menyerupai produk Sampoerna maupun 

produk Sampoerna sendiri yang diselundupkan.237 

 

Indikator 5: Transparansi 

11. Pemerintah tidak secara terbuka mengungkapkan pertemuan/interaksi 

dengan industri tembakau bahkan dalam kasus di mana interaksi tersebut 

sangat diperlukan untuk keperluan pengaturan. (Rec 2.2) 

     5 

 

Tidak ada mekanisme standar bagi pemerintah untuk secara terbuka mengungkapkan informasi 

mengenai pertemuan/interaksi dengan industri tembakau atau hasil dari interaksi tersebut. 

 

12. Pemerintah mewajibkan adanya aturan untuk pengungkapan atau 

pendaftaran entitas industri tembakau, organisasi yang terafiliasi, dan 

individu yang bertindak atas nama mereka, termasuk pelobi. (Rec 5.3) 

     5 

 

Pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan khusus yang mengharuskan industri tembakau 

untuk melaporkan atau mendaftarkan anggota atau lembaga yang terafiliasi dengan industri 

tembakau. Dalam interaksi formal, nama-nama peserta dalam setiap pertemuan dicatat dalam 

daftar hadir dan notulen pertemuan. Daftar hadir dan notulen tersebut tidak tersedia untuk 

umum. 

 

Indikator 6: Benturan Kepentingan 

13. Pemerintah tidak melarang sumbangan dari industri tembakau atau entitas 

lain yang bekerja untuk kepentingan industri tembakau kepada partai 

politik, kandidat, atau kampanye politik, maupun tidak mengharuskan 

pengungkapan penuh atas sumbangan tersebut. (Rec 4.11)  

     5 

 

Pejabat pemerintah yang terlibat dalam kampanye partai politik wajib mengundurkan diri. Namun, 

tidak ada kebijakan yang melarang sumbangan dari berbagai sumber termasuk industri tembakau 

untuk kampanye politik. Perusahaan tembakau dikaitkan dengan pemilihan umum, tetapi tidak 

terdapat informasi rinci mengenai kontribusi politik yang diberikan.238 
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14. Pejabat pemerintah yang telah pensiun menjadi bagian dari industri 

tembakau (mantan Perdana Menteri, Menteri, Jaksa Agung). (Rec 4.4) 
    4  

 

Tidak ditemukan kejadian baru pada dua tahun ke belakang, tetapi kejadian lama masih relevan: 

- Benny Wachjudi, Mantan Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian masih 

menjabat sebagai Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo).239 

- Willem Petrus Riwu, Mantan Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan 

Penyegar, Kementerian Perindustrian, masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Gabungan 

Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI).240 

 

15. Pejabat pemerintah aktif dan kerabatnya memegang posisi dalam bisnis 

tembakau termasuk posisi konsultan. (Rec 4.5, 4.8, 4.10)  
 1     

 

Tidak ada pejabat pemerintah aktif yang bekerja di industri tembakau, termasuk posisi konsultan. 

Terdapat regulasi yang melarang pegawai negeri aktif bekerja di luar pemerintahan, seperti yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 

17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. 

 

Namun, kami menemukan ada aparatur sipil negara yang masih aktif di BRIN,241 yang sebelumnya 

BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional),242 yang juga menjadi ketua di salah satu kelompok 

pendukung rokok elektronik, yaitu Asosiasi Konsumen Vape Indonesia atau AKVINDO.243 

 

Indikator 7: Upaya Pencegahan 

16. Pemerintah telah menetapkan prosedur untuk mengungkapkan 

catatan/rekaman interaksi (seperti agenda, daftar peserta, notulen, dan 

hasil) dengan industri tembakau dan perwakilannya. (Rec 5.1) 

     5 

 

Tidak ada kebijakan khusus mengenai pencatatan interaksi dengan industri tembakau. Biasanya, 

rapat formal dicatat dalam bentuk notulen rapat; tidak ada perbedaan antara industri tembakau 

dan industri lainnya, industri tembakau dianggap sebagai industri normal dan diperlakukan sama 

dengan industri normal lainnya. 

 

17. Pemerintah telah merumuskan, mengadopsi, dan menerapkan kode etik 

untuk pejabat publik yang mengatur standar yang harus dipatuhi dalam 

berhubungan dengan industri tembakau. (Rec 4.2); 

  2    

 

Pemerintah Indonesia memiliki kode etik umum untuk semua pejabat publik dalam berinteraksi 

dengan pihak di luar pemerintahan, tetapi tidak secara khusus ditujukan untuk industri tembakau. 

Permen PAN & RB No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan 

Kepentingan, yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, adalah kode 

etik yang berlaku secara umum bagi pejabat dan aparatur negara dalam berinteraksi dengan semua 

lembaga atau perusahaan di luar sektor pemerintahan. Regulasi ini menjadi acuan bagi 

Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan dan menerapkan regulasi yang secara khusus 

menjadi kode etik untuk menghindari benturan kepentingan dengan industri tembakau. Peraturan 

Menteri Kesehatan No. 50/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dengan 

Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan diperluas untuk mencakup ketentuan-

ketentuan yang berlaku secara eksklusif bagi industri tembakau yang berbahaya. Saat ini, Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga sedang menyusun aturan internal serupa. 

 

18. Pemerintah mewajibkan industri tembakau untuk secara berkala 

mengirimkan informasi tentang produksi tembakau, manufaktur, pangsa 

pasar, pengeluaran pemasaran, pendapatan, dan aktivitas lainnya, 

termasuk lobi, filantropi, kontribusi politik, serta semua bentuk kegiatan 

  2    
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iklan, promosi, dan sponsor tembakau, seperti tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR) dan tanggung jawab produsen terhadap lingkungan 

(EPR) (COP10), serta entitas industri tembakau, organisasi yang 

berafiliasi, individu yang bertindak atas nama mereka, dan kelompok yang 

didanai industri tembakau berikut aktivitas penelitian dan pemasarannya. 

(Rec 5.2, 5.3, dan Keputusan COP9 dan COP10) 

 

Hanya beberapa lembaga pemerintah atau kementerian yang meminta industri tembakau untuk 

menyampaikan laporan, misalnya laporan terkait volume produksi kepada Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai untuk perhitungan cukai tahunan. 

 

Informasi lain seperti jumlah karyawan, luas lahan, produksi daun tembakau, impor, ekspor, 

pangsa pasar, dan lain-lain dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik. Tidak ada kewajiban untuk 

melaporkan kegiatan lain seperti pengeluaran iklan, promosi, sponsor, kegiatan lobi, serta 

kontribusi politik. 

 

19. Pemerintah memiliki program/sistem/rencana untuk secara konsistenviii 

meningkatkan kesadaran di dalam lembaga pemerintah atau kementerian 

mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Pedoman Pasal 5.3 FCTC. (Rec 

1.1, 1.2) 

     5 

 

Meskipun aksesi WHO FCTC merupakan topik advokasi yang sering dirujuk, tetapi belum ada 

program di pemerintah yang secara konsisten membangun kesadaran tentang pasal-pasal WHO 

FCTC atau pedoman implementasinya. 

 

20. Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang melarang penerimaan segala 

bentuk sumbangan/hadiah dari industri tembakau (baik dalam bentuk uang 

atau lainnya) termasuk tawaran bantuan, rancangan kebijakan, atau 

undangan kunjungan studi yang diberikan atau ditawarkan kepada 

pemerintah, lembaga pemerintah, pejabatnya, dan kerabatnya. (3.4) 

 2     

 

Hanya Kementerian Kesehatan yang memiliki kebijakan untuk mencegah pejabat dan aparatur 

sipil negara di wilayah administrasi Kementerian Kesehatan dari campur tangan industri 

tembakau. Peraturan Menteri Kesehatan No. 50/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan 

Kepentingan dengan Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1599) berlaku khusus untuk industri tembakau yang 

mempunyai karakteristik khusus dan merugikan kesehatan. Peraturan yang diundangkan pada 

tanggal 26 Oktober 2016 tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Menteri 

PAN dan RB No. 37 Tahun 2012 yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 

17 Tahun 2024. Saat ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga sedang menyusun 

aturan internal serupa. 

 

TOTAL 78 

 
Sebagai negara non-anggota WHO FCTC, pertanyaan 4 tidak berlaku untuk Indonesia. Sehingga jumlah 

skor 78 setelah disesuaikan dan dihitung kembali (78÷95×100) skor akhirnya menjadi 82. 

 

 

 

 

 
viii Dalam konteks pertanyaan ini, "secara konsisten" berarti: a) Setiap kali FCTC dibahas, Pasal 5.3 juga dijelaskan; dan b) 

Setiap kali ada kesempatan, seperti saat ditemukan atau dilaporkan adanya campur tangan industri tembakau. 
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PERTANYAAN TAMBAHAN  

Berdasarkan Keputusan COP9 dan COP10 yang menyoroti rekomendasi Pasal 5.3 

 

A. TANGGUNG JAWAB HUKUM (LIABILITY): Pemerintah telah mengadopsi atau 

menegakkan sanksi wajib terhadap industri tembakau apabila terbukti memberikan informasi 

yang salah atau menyesatkan (Rekomendasi 5.4) 

[5.4 Para pihak sebaiknya menetapkan sanksi wajib terhadap industri tembakau apabila 

memberikan informasi yang salah atau menyesatkan, sesuai dengan hukum nasional.] 
 

Bukti 

 

Pemerintah tidak mengadopsi terkait tanggung jawab hukum (liability). 

 

 

B. BASIS DATA SUMBER DAYA PENGETAHUAN: Pemerintah telah mengadopsi 

dan melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan akses publik terhadap informasi 

mengenai aktivitas industri tembakau 

[5.5 Para pihak sebaiknya mengadopsi dan melaksanakan langkah-langkah legislatif, eksekutif, 

administratif, dan langkah lain yang efektif untuk menjamin akses publik—sesuai dengan Pasal 

12(c) dalam Konvensi—terhadap berbagai informasi mengenai aktivitas industri tembakau 

yang relevan dengan tujuan konvensi, misalnya melalui repositori publik.] 

 

Bukti 

 

Pemerintah tidak mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan akses publik terhadap 

informasi kegiatan industri tembakau. 
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Lampiran: Sumber Informasi 
 
Sumber Data 

Pemantauan harian media (cetak dan daring) dari eBdesk antara tanggal 1 April 2023 hingga 31 Maret 

2025. Sumber informasi tambahan digunakan untuk klarifikasi ketika dibutuhkan: 

 
 PERUSAHAAN 

TEMBAKAU 

TERBESAR 

PANGSA 

PASAR MEREK SUMBER 

1 Gudang Garam  32,3% GG Filter, GG Surya, dll. https://www.gudanggaramtbk.com/ 

2 HM Sampoerna/PMI 32,0% A Mild, Marlboro, dll. https://www.sampoerna.com/ 

3 Djarum Group 17,5% Djarum Super, LA, dll. https://www.djarum.com/ 

4 Bentoel Group/BAT 7,9% Dunhill, Lucky Strike, dll. http://www.bentoelgroup.com/ 

 

 
 KELOMPOK 

PENDUKUNG/SEKUTU  

INDUSTRI TEMBAKAU 

TERBESAR 

JENIS 

 (FRONT GROUP, 

AFILIASI, INDIVIDU) 

SUMBER 

1 Putera Sampoerna Foundation Afiliasi Industri http://www.sampoernafoundation.org/  

2 Djarum Foundation Afiliasi Industri http://www.djarumfoundation.org/  

3 APTI (Asosiasi Petani Tembakau 

Indonesia) 

Front Group http://petanitembakau.blogspot.co.id/  

4 GAPRINDO (Gabungan Pengusaha 

Rokok Putih Indonesia) 

Afiliasi Industri - 

5 GAPPRI (Gabungan Perserikatan 

Pabrik Rokok Indonesia) 

Afiliasi Industri - 

6 APVI (Asosiasi Personal Vaporizer 

Indonesia) 

Afiliasi Industri https://apvi.id/  

7 Komunitas Kretek Front Group http://komunitaskretek.or.id/  

8 AKVINDO (Asosiasi Konsumen 

Vape Indonesia) 

Front Group https://akvindo.com 

9 AKRINDO (Asosiasi Koperasi Ritel 

Indonesia) 

Afiliasi Industri - 

10 AMLI (Asosiasi Perusahaan Media 

Luar-Griya Indonesia) 

Afiliasi Industri https://amli.or.id 

11 AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) Afiliasi Industri https://amsi.or.id/  

12 AMTI (Asosiasi Masyarakat Tembakau 

Indonesia) 

Front Group - 

13 APCI (Asosiasi Petani Cengkeh 

Indonesia) 

Afiliasi Industri https://apci.id/ 

14 APINDO (Asosiasi Pengusaha 

Indonesia) 

Afiliasi Industri https://apindo.or.id/  

15 APMI (Asosiasi Promotor Musik 

Indonesia) 

Afiliasi Industri https://apmi.co.id/  

16 APPNINDO (Aliansi Pengusaha 

Penghantar Nikotin Elektronik 

Indonesia) 

Front Group - 

17 APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel 

Indonesia) 

Afiliasi Industri https://aprindo.org/  

18 APREL (Asosiasi Produsen Rokok 

Elektrik Indonesia) 

Front Group - 

19 ARVINDO (Asosiasi Ritel Vape 

Indonesia) 

Front Group - 

20 ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta 

Indonesia) 

Afiliasi Industri https://atvsi.or.id/  

21 AVI (Asosiasi Vaper Indonesia) Front Group - 

22 CoEHAR (Center of Excellence for the 

Acceleration of Harm Reduction) 

Afiliasi Industri https://www.coehar.org/ 

http://www.sampoernafoundation.org/
http://www.djarumfoundation.org/
http://petanitembakau.blogspot.co.id/
https://apvi.id/
http://komunitaskretek.or.id/
https://akvindo.com/
https://amli.or.id/
https://amsi.or.id/
https://apci.id/
https://apindo.or.id/
https://apmi.co.id/
https://aprindo.org/
https://atvsi.or.id/
https://www.coehar.org/
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23 FSP RTMM-SPSI (Federasi Serikat 

Pekerja Rokok Tembakau Makanan 

Minuman – Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia) 

Afiliasi Industri https://www.serikatpekerjartmm.com/t

entang-pp-fsp-rtmm-spsi/  

 

24 GAPERO (Gabungan Perusahaan 

Rokok) 

Afiliasi Industri https://id1204952-gabungan-pengusaha-

rokok-gapero.contact.page/ 

25 GSBI (Gabungan Serikat Buruh 

Indonesia) 

Afiliasi Industri - 

26 HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda 

Indonesia) 

Afiliasi Industri - 

27 ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim 

Indonesia) 

Afiliasi Industri https://icmi.id 

28 IDA (Indonesia Digital Association) Afiliasi Industri - 

29 IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar 

Indonesia) 

Afiliasi Industri - 

30 INDEF (Institute for Development of 

Economic and Finance) 

Afiliasi Industri https://indef.or.id/en/ 

31 KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Afiliasi Industri https://kadin.id 

32 KERIS (Komite Ekonomi Rakyat 

Indonesia Semesta) 

Afiliasi Industri - 

33 KMT (Koalisi Masyarakat Tembakau) Front Group - 

34 KPTNI (Kumpulan Pecinta Tabacum 

Nusantara Indonesia) 

Front Group - 

35 Lakpesdam PBNU (Lembaga Kajian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) 

Afiliasi Industri https://www.lakpesdam.or.id 

36 LBM PBNU (Lembaga Bahtsul Masail 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) 

Afiliasi Industri - 

37 LKRI (Lembaga Konsumer Rokok 

Indonesia) 

Front Group - 

38 P3I (Persatuan Perusahaan Periklanan 

Indonesia) 

Afiliasi Industri https://p3i-pusat.com/ 

39 P3M (Perhimpunan Pengembangan 

Pesantren dan Masyarakat) 

Afiliasi Industri https://www.p3m.or.id  

40 SPN (Serikat Pekerja Nasional) Afiliasi Industri https://spn.or.id/ 

41 YPKP (Yayasan Pemerhati Kesehatan 

Publik) 

Afiliasi Industri - 

42 PPRK (Persatuan Perusahaan Rokok 

Kudus) 

Front Group - 

43 KABAR (Koalisi Indonesia Bebas Tar) Afiliasi Industri https://koalisibebastar.com/  
44 Paguyuban Petani Pedagang Tembakau 

Magelang (P3TM) 

Front Group - 
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